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KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA METRO
NOMOR: 700/ to /KPTS/B-1.01/2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA INSPEKTURAT KOTA METRO

INSPEKTUR KOTA METRO,

bahwa dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan publlk sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, maka setiap penyelenggaraan
pelayanan publik wajib menetapkan standar
nelavanan:

bahwa untuk memberikan acuan dalam
penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Metro
dengan Keputusan Inspektur Kota Metro.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way
Kanan Kahunaten Naerah Tinglkat T Tammniing
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduan
Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
Pemerintahan Naerah:

Peraturan Penerintah Nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
negara dan Retormasi Birokrasi Nomor 15 lahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah;

/. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Metro.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA METRO TENTANG
PENETAFPAN STANDAR PHLAYANAN PADA
INSPEKTORAT KOTA METRO

Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Bebas Temuan pada Inspektorat Kota
Metra  ephagaimana tercantum dalam Lamniran
Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian Kinerja pelayanan oleh pimpinan, Aparat
Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan alan dilalukan nerhaikan anahila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di i Metro
Pada tanggal D Novemper 2022
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Lampiran : SK Inspektur Kota Metro
Nomor 700/ 60 [KPTS/B-
1.01/2021%

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

Dasar Hukum

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan

Prosedur

Waktu Penyelesaian
Biaya/'l'arit

Produk Pelayanan
Pengelolaan Pengaduan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah
Daerah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Ketormasl Birokrasi NOomor 15 l'ahun 2U14 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

1. Surat pengantar darl pimpinan perangkat daerah

2. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
dar1 pimpinan perangkat daerah

3. Fotocopy SK CPNS

4. Fotocopy SK PNS

5. Fotoc opy SK pangkat terakhir

6. Foto copy yazah terakhir

1. Pelapor menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas
Temuan kepada Inspektorat.

2. Petugas di Sekretariat Inspektorat meneliti berkas
kelengkapan permohonan surat Keterangan Bebas l'emuan
tersebut, apabila lengkap maka dinaikkan kepada Kasubbag
Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat, SeKkretaris
Inspektorat, dan Inspektur.

3.  Petugas d1 Sekretariat Inspektorat meneriuma disposisi surat
permohonan dari Inspektur dan menyvampaikan disposisi
kepada Kasubbag Perencanaan kvaluasi dan Pelaporan.

4. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melakukan
penelusuran dan pengecekan keterlibatan pemohon atas
kerugian keuangan negara atau daerah.

0. kasubbag Perencanaan Evaluas) dan Pelaporan menalkkan
draft Surat Keterangan Bebas Temuan kepada Sekretariat
Inspektorat.

6. Inspektur menandatangani draft Surat Keterangan Bebas
lemuan.

7. Petugas di Sekretariat Inspektorat menerima Surat
Keterangan Bebas ‘lemuan yang telah ditandatangani,
memberikan nomor surat dan menyampaikan kepada
pemohon.

280 Menit

lidak dipungut biaya
Surat Keterangan Bebas Temuan

1.
2.
3.

Menerima pengaduan
Identifikasi permasalahan

Pembahasan masalah/dikoordinasikan untuk mendapat
Solusi

Penyampaian hasil

—Inspektur I'*
D¥s. M. Jih&d Helmi, M.Pd.,CPIA.,CGCAE.

¥ E@r‘nbina Utama Muda
NIP. 19641202 198903 1 003




